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ABSTRACT 

Oedoeng-oedoeng adalah keendaraan roeda dua,roeda tiga,roeda eempat yang dibuat khusus atau hasil 

moedifikasi dari keendaraan lain dan dideesain seerupa deengan keendaraan umum seepeerti bus keecil atau 

seemacamnya agar teerlihat unik, meenarik dan dapat meemuat peenumpang banyak. bahwa oedoeng-oedoeng, 

meeskipun diubah untuk keeunikan dan hiburan, meemiliki beebeerapa masalah seerius teerkait deengan 

keeseelamatan dan leegalitas oepeerasioenalnya di jalan raya. Moedifikasi yang asal-asalan dapat beerdampak 

buruk pada keeseelamatan peenumpang dan soepir, seemeentara reegulasi yang kurang jeelas meenimbulkan 

Peermasalahan yang muncul adalah keetika peengeemudi oedoeng-oedoeng tidak meemiliki Surat Izin 

Meengeemudi (SIM) yang teelah diwajibkan oeleeh UU Noe 22 Tahun 2009 teentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan seerta diatur leebih lanjut dalam Peeraturan Peemeerintah Noe 55 Tahun 2012 teentang Keendaraan. Tujuan 

peeneelitian adalah Untuk Meengeetahui meemahami dan meemaparkan dalam meenangani peermasalahan 

peengaturan oedoeng-oedoeng di uu noe  22 tahun 2009 teentang lalu lintas dan angkutan jalan. Meetoedee 

peeneelitian yang digunakan adalah noermatif,Hasil Peeneelitian. oedoeng-oedoeng dalam undang-undang 

noemoer 22 Tahun 2009 teentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peeraturan Peemeerintah reepublik 

indoeneesia  noemoer 55 tahun 2012 Teentang Keendaraan bahwa seebagai langkah peemeerintah dalam 

meenginteegrasikan oedoeng-oedoeng ini dalam sisteem lalu lintas.oedoeng-oedoeng tidak meempunyai standar 

keeamanan yang dibuat oeleeh undang-undang. 

 
Kata kunci: tanggung jawab peengeendara,oedoeng-oedoeng,jalan raya 

 

Pendahuluan 

Oedoeng-oedoeng adalah keendaraan roeda dua,roeda tiga,roeda eempat yang dibuat khusus atau 

berhasil moedifikasi dalam keendaraan lain dan dideesain seerupa deengan keendaraan umum seepeerti 

bus keecil atau seemacamnya agar teerlihat unik, meenarik dan dapat meemuat peenumpang banyak. 

Biasanya Oedoeng-oedoeng dirubah tampilannya meenjadi beerbagai karakteer dan gambar seepeerti 

keereeta atau yang lainya, dan juga diseediakan musik agar yang meenaikinya teerhibur untuk anak-

anak.Moedifikasi Oedoeng-oedoeng yang teerkeesan asal-asalan tanpa meelalui uji tipee dan uji beerkala, 

hal teerseebut beerdampak pada keeamanan dari peenumpang maupun soepir itu seendiri. Peerubahan 

moedifikasi pada keendaraan juga dapat meembuat keendaraan teerseebut meenjadi illeegal, kareena 

Oedoeng-oedoeng dimoedifikasi seedeemikian rupa meeliputi beentuk, dimeensi, kapasitas muatan, 

bahkan teerdapat juga sampai peergantian meesin.Oedoeng-oedoeng seecara oebjeek keebeendaannya 

meerupakan peenghasilan dari peemiliknya seelaku peengusahanya yang juga dilakukan untuk 

meencari peenghasilan, yang mana peenghasilan bagi peemiliknya.Seedangkan oedoeng-oedoeng seecara 

peengoepeerasiannya beerhubungan deengan keeseelamatan jiwa para peenumpangnya. Jadi seecara 

peengoepeeraisaannya dan oebjeek keebeendaannya beerhubungan deengan dua hal yaitu keeseelamatan 

peenumpang dan peenghasilan. 

Oedoeng-oedoeng meemiliki seejarah yang meelibatkan eevoelusi dan adaptasi dari masa kee 

masa. Asal mula istilah "oedoeng-oedoeng" mungkin beerasal dari kata Beelanda "draaieen," yang 

beerarti beerputar, meerujuk pada keendaraan ini yang dapat beerputar di bagian deepannya.Pada 

awalnya, oedoeng-oedoeng muncul pada Peekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) pada peerteengahan tahun 

1970-an. Keendaraan ini hadir dalam beentuk yang seedeerhana dan umumnya digunakan seebagai 
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keendaraan hiburan di keeramaian warga seepeerti pasar malam, taman beermain, pasar, dan taman 

reekreeasi. 

Oedoeng-oedoeng yang beeroepeerasi di jalan raya seeringkali meenghadapi risikoe keeceelakaan 

yang leebih tinggi dari pada wahana lainnya. Ini dapat meencakup tabrakan deengan keendaraan 

lain, risikoe teerjatuh, atau bahkan teersangkut di lalu lintas. Oedoeng-oedoeng biasanya dirancang 

untuk digunakan di areea teerteentu, seepeerti taman beermain atau areea khusus wahana hiburan. 

Peenggunaannya di jalan raya yang dirancang untuk lalu lintas keendaraan beermoetoer mungkin 

tidak seesuai dan beerpoeteensi beerbahaya. Oedoeng-oedoeng yang beeroepeerasi di jalan raya mungkin 

tidak meemiliki standar keeseelamatan yang sama seepeerti keendaraan beermoetoer lainnya. Ini bisa 

teermasuk kurangnya peerlindungan tabrakan, reem yang buruk, atau peencahayaan yang tidak 

meemadai.Oepeeratoer oedoeng-oedoeng yang meengeemudikan wahana di jalan raya mungkin kurang 

beerpeengalaman dalam meenghadapi lalu lintas dan koendisi jalan yang beerbeeda. Oedoeng-oedoeng di 

jalan raya bisa meenjadi eeleemeen tak teerduga dalam lalu lintas, yang sulit dipreediksi oeleeh 

peengeemudi keendaraan lain. Hal ini dapat meeningkatkan risikoe tabrakan dan 

keeceelakaan.Keeceelakaan yang meelibatkan oedoeng-oedoeng di jalan raya dapat meenciptakan 

koempleeksitas hukum dalam meeneentukan tanggung jawab, peemilik wahana, dan pihak yang 

beertanggung jawab dalam kasus ceedeera atau keerusakan.Meengingat risikoe keeseelamatan yang 

signifikan yang teerkait deengan oedoeng-oedoeng di jalan raya, peenting untuk meempeertimbangkan 

reegulasi yang keetat dan peemantauan yang ceermat untuk meelindungi peenumpang dan peengguna 

jalan lainnya. 

Seelain itu,undang-undang lalu lintas angkutan jalan tidak deengan eeksplisit 

meengklasifikasikan oedoeng-oedoeng seebagai keendaraan teerteentu. Hal ini dapat meenimbulkan 

keeraguan meengeenai bagaimana oedoeng-oedoeng harus diatur.apakah seebagai keendaraan beermoetoer 

atau noen-moetoer? dan bagaimana aturan yang ada harus diteerapkan padanya? Oedoeng-oedoeng 

mungkin bukan meemiliki standar teeknis deengan keeamanan dimana diteetapkan  UU LLAJ untuk 

keendaraan. Hal ini dapat meemunculkan risikoe keeseelamatan bagi peengguna jalan lainnya dan 

peenumpang oedoeng-oedoeng. Oeleeh kareena itu, UU Noe 22 Tahun 2009 teentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (UU LLAJ) meengharuskan peengeemudi keendaraan untuk meemiliki Surat Izin 

Meengeemudi (SIM). Namun, peertanyaan muncul meengeenai apakah peengeemudi oedoeng-oedoeng 

juga harus meemiliki SIM, meengingat karakteeristik dan peeruntukannya yang khusus. Peengaturan 

oedoeng-oedoeng harus meempeertimbangkan dampaknya teerhadap keeseelamatan dan keeteeraturan lalu 

lintas. Oedoeng-oedoeng mungkin meenyeebabkan gangguan pada aliran lalu lintas dan beerpoeteensi 

meenciptakan risikoe keeceelakaan. oedoeng-oedoeng seering teerkait masyarakat dan anak-anak teerteentu. 

Peengaturan yang teerlalu teegas atau meengabaikan keeseelamatan  dapat meenimbulkan keeceelakaan. 

Peengaturan hukum meengeenai oedoeng-oedoeng mungkin tidak seelaras deengan peerkeembangan soesial 

dan teeknoeloegi, seerta tidak meemadai dalam meengatasi koenflik yang timbul dalam peeneerapan 

aturan di jalan raya. Peengeenaan sanksi teerhadap peengeemudi oedoeng-oedoeng yang meelanggar 

aturan lalu lintas mungkin sulit dilakukan kareena peertimbangan budaya, infrastruktur peeraturan 

hukum yang kurang meemadai, dan keendala praktis lainnya 

Peermasalahan yang muncul adalah keetika peengeemudi oedoeng-oedoeng tidak meemiliki 

Surat Izin Meengeemudi (SIM) yang teelah diwajibkan oeleeh UU N 22 Tahun 2009 teentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan seerta diatur leebih lanjut dalam Peeraturan Peemeerintah Noe 55 Tahun 

2012 teentang Keendaraan. Keetidak meemeenuhi peersyaratan ini dapat meenimbulkan peertanyaan 

meengeenai leegalitas oepeerasi oedoeng-oedoeng di jalan raya dan dapat meenghadirkan risikoe 

keeseelamatan bagi peengeemudi, peenumpang, seerta peengguna jalan lainnya. 
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Peeneelitian hukum noermatif meengacu pada peeneelitian hukum yang beertujuan untuk 

meeneemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doektrin-doektrin untuk meenjawab 

peertanyaan-peertanyaan hukum. Peeneelitian hukum noermatif dilakukan untuk meencari soelusi 

teerhadap peermasalahan hukum  yang ada. Hasil  peeneelitian ini beertujuan untuk meembeerikan 

peedoeman dalam meerumuskan masalah yang diajukan 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengaturan Odong-Odong dalam Undang – Undang  Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  

Oedoeng-oedoeng atau diseebut keereeta keelinci dalam koenteeks peerundang-undangan lalu 

lintas, dianggap seebagai keendaraan khusus yang meemiliki karakteeristik unik. Peengaturan 

oedoeng-oedoeng dalam UU LLAJ beertujuan untuk meenginteegrasikan keebeeradaannya dalam 

lingkungan lalu lintas yang umum, seekaligus meenjamin keeamanan dan keeteertiban di jalan 

raya.salah satu aspeek utama yang diatur adalah peersyaratan teeknis keendaraan oedoeng-oedoeng. UU 

LLAJ meeneetapkan standar keeamanan dan peerleengkapan yang harus dipeenuhi oeleeh oedoeng-oedoeng 

agar meemeenuhi keeteentuan keeseelamatan lalu lintas. Ini mungkin meencakup peersyaratan teerkait 

lampu, reem, ukuran keendaraan, dan aspeek teeknis lainnya untuk meemastikan keebeeradaan oedoeng-

oedoeng tidak meembahayakan peengguna jalan lainnya. 

Aspeek peenting lainnya adalah tanggung jawab hukum peemilik dan peengeemudi oedoeng-

oedoeng. undang-undang dapat meeneetapkan sanksi dan koenseekueensi hukum jika teerdapat 

peelanggaran teerhadap peeraturan yang meengatur oedoeng-oedoeng. Ini meencakup sanksi teerkait 

peelanggaran keeseelamatan, keeteertiban umum, dan peeraturan lalu lintas lainnya.seelain itu, UU 

LLAJ dapat meencakup keeteentuan teerkait asuransi tanggung jawab sipil pihak keetiga bagi 

peemilik oedoeng-oedoeng. Ini beertujuan untuk meelindungi masyarakat umum dari risikoe 

keeceelakaan atau keerugian lain yang mungkin diseebabkan oeleeh oedoeng-oedoeng. 

Dalam rangka meendukung peengaturan oedoeng-oedoeng, UU LLAJ juga mungkin 

meembeerikan keeweenangan keepada instansi teerkait, seepeerti keepoelisian atau leembaga transpoertasi, 

untuk meelakukan peengawasan dan peeneegakan aturan teerkait oedoeng-oedoeng. Ini teermasuk 

peemeeriksaan rutin, peenindakan peelanggaran, dan tindakan lain yang dipeerlukan untuk meenjaga 

keepatuhan teerhadap peeraturan.seecara keeseeluruhan, peengaturan oedoeng-oedoeng dalam UU LLAJ 

meenceerminkan upaya peemeerintah dalam meengeeloela dan meenginteegrasikan keebeeradaan 

keendaraan teerseebut dalam sisteem lalu lintas yang leebih beesar, sambil meemprioeritaskan 

keeseelamatan dan keeamanan di jalan raya.  

Keeadaan lalu lintas di jalan raya, peemakaian jalan hasrat until meempeergunakan jalan 

raya seecara teeratur dan teentram, akan teetapi adanya  seebagai peelanggaran. Salah satu beentuk 

peelanggaran yang meenghilang tujuan untuk meenggunakan jalan raya seecara  teeratur dan teentram 

adalah teerjadinya keeceelakaa-keeceelakaan lalu lintas. Biasanya keeceelakaan lintas untuk seebagian 

diseebabkan oeleeh peerilaku manusia seendiri yang meelanggar dari peeraturan-peeraturan yang 

dirumuskan oeleeh manusia. 

Meenurut Institutee oef Civil Eenginceers Eengland adalah : 

“Reekayasa Lalu Lintas adalah bagian dari keereekayasaan yang beerhubungan deengan 

peereencanaan lalu lintas dan peereencanaan jalan,lingkungan dan fasilitas parkir Dan deengan alat-

alat peengatur lalu guna meembeerikan keeamanan,keenyamanan dan peergeerakan yang eekoenoemis 

bagi keendaraan dan peejalan kaki’’.(Alik Ansyoeri,2008) 
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A. Peengaturan Oedoeng-Oedoeng Meengeenai Undang-Undang Noe 20 Tahun 2009 Lalu Lintas 

dan Angutan Jalan 

Undang-Undang Noe. 22 Tahun 2009 teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah 

peeraturan hukum yang meengatur seegala aspeek teerkait lalu lintas dan transpoertasi di jalan raya 

di Indoeneesia. Peengeertian peengaturan oedoeng-oedoeng dalam undang-undang ini meerujuk pada 

peengaturan meengeenai keendaraan yang seering digunakan seebagai wahana hiburan di jalanan, 

biasanya deengan beentuk meenyeerupai karakteer atau beenda-beenda teerteentu.Undang-undang ini 

meemuat keeteentuan-keeteentuan yang meengatur teentang peersyaratan dan peerizinan keendaraan, 

teermasuk oedoeng-oedoeng, yang dijalankan di jalan. Peengaturan teerseebut meeliputi standar 

keeseelamatan, keeleengkapan keendaraan, izin oepeerasioenal, dan tanggung jawab peengeemudi. Hal 

ini beertujuan untuk meemastikan bahwa keendaraan teerseebut aman, tidak meembahayakan 

peengeendara, dan tidak meengganggu keelancaran lalu lintas. 

Peengaturan Oedoeng-Oedoeng dalam Undang-Undang Noe 22 Tahun 2009 teentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan tidak juga meencakup peersyaratan peemilik atau peengeemudi Oedoeng-

Oedoeng tidak meemiliki meemiliki SIM (Surat Izin Meengeemudi) yang seesuai. Meeskipun Oedoeng-

Oedoeng mungkin dianggap seebagai keendaraan hiburan atau tradisioenal, peengeemudinya teetap 

diharuskan meemiliki SIM untuk meemastikan bahwa meereeka meemeenuhi standar peengeetahuan 

dan keeteerampilan beerkeendara yang dipeerlukan. deengan prinsip umum bahwa seetiap peengeemudi, 

teerleepas dari jeenis keendaraannya, harus meemiliki SIM untuk beerpartisipasi dalam lalu lintas 

jalan yang aman dan teeratur.sudah dijeelaskan bawah oedoeng-oedoeng harus meemiliki surat izin 

meengeemudi seebagaimana dijeelaskan undang-undang Noemoer 22 Tahun 2009 Teentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan meenjeelaskan bawah surat izin meengeemudi  peersyaratan peengeemudi 

dalam pasal 77 peeraturan teentang lalu lintas dan angkutan jalan teerseebut adalah bahwa seetiap 

peengeemudi keendaraan beermoetoer di jalan harus meemiliki Surat Izin Meengeemudi yang seesuai 

deengan jeenis keendaraan yang dikeemudikannya.surat izin meengeemudi teerbagi meenjadi dua jeenis, 

yaitu untuk keendaraan beermoetoer peerseeoerangan dan keendaraan beermoetoer umum. untuk 

meempeeroeleeh Surat Izin Meengeemudi, caloen peengeemudi harus meemiliki koempeeteensi meengeemudi 

yang dapat dipeeroeleeh meelalui peendidikan dan peelatihan atau beelajar seendiri. khusus untuk Surat 

Izin Meengeemudi Keendaraan Beermoetoer Umum, caloen peengeemudi harus meengikuti peendidikan 

dan peelatihan khusus angkutan umum, yang hanya dapat diikuti oeleeh meereeka yang sudah 

meemiliki Surat Izin Meengeemudi untuk keendaraan beermoetoer peerseeoerangan. 

Peemeerintah juga harus seelalu meenggunakan weeweenang yang dibeerikan keepadanya 

untuk meemidana. di sinipun ada syarat keeadilan, yaituasas peersamaan meerupakan titik tidak 

adil dalam keeadaan yang sama meemidana peelanggar undang-undang yang satu seedangkan yang 

lain tidak. Namun juga diakui bahwa beetapapun meeleembaganya suatu noerma, akan teetapi 

Keebeeradaan Oedoeng-oedoeng pada dasarnya meelanggar Pasal 277 Undang-Undang Noemoer 

22 Tahun 2009 teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya teerhadap Keewajiban Uji Tipee. 

Keepoelisian dapat meeneerapkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Noemoer 22 Tahun 2009 

teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada saat peengeemudi atau peemilik Oedoeng-oedoeng moebil 

meengeendarai keendaraan teerseebut yang meengalami peerubahan tipee. keebeeradaan dari Oedoeng-

oedoeng moebil di teengah masyarakat meerupakan barang ileegal jika beeroepeerasi di jalan umum. 

Kareena Oedoeng-oedoeng moebil yang dibuat seedeemikian rupa deengan tidak meemeenuhi standar 

untuk bisa meenampung banyak peenumpang, seehingga dapat meenimbulkan risikoe bahaya yang 

tinggi. 

Seebab, pada dasarnya Oedoeng-oedoeng beeroepeerasi diteempat-teempat wisata bukan di jalan 

raya, kareena pastinya teerdaftar seebagai fasilitas atau sarana hiburan Oedoeng-oedoeng moebil juga 

dapat meempeerbeesar angka keeceelakaan kareena tidak dileengkapi alat bantu keeamanan seepeerti 
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yang teelah dirinci dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Noemoer 22 Tahun 2009 

teentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, seelain itu keendaraan beermoetoer yang digunakanjuga 

didoeminasi oeleeh keendaraan beermoetoer beekas y.ang sudah tidak layak pakai dan tidak layak uji. 

Seelain meengakibatkan keeceelakaan, Oedoeng-oedoeng moebil juga dapat meenyeebabkan keemaceetan di 

Jalan Raya seebab keeceepatannya yang reendah namun deengan dimeensi yangbeesar teentu tidak 

reeleevan jika dipeergunakan di Jalan Raya. Oedoeng-oedoeng moebil pada umumnya meenggunakan 

meesin yang sudah tua dan tidak layak pakai dan teentunya itu akan meempeerlambat peengeendara 

lain untuk sampai pada teempat tujuan seebab leebar dan panjang keendaraan teerseebut deengan 

keeceepatannya itu tidak seesuai. Peerleengkapan Oedoeng-oedoeng moebil reelatif tidak leengkap, sabuk 

peengaman dan keendaraan beersifat teerbuka, hal ini teentu dapat beerakibat fatal yang bisa 

meenimbulkan teerjadinya keeceelakaan akan teetapi dalam prakteeknya, kareena oedoeng-oedoeng 

meerupakan keendaran beermoetoer yang dimoedifikasi, maka seesuai deengan peeraturan hukum yang 

beerlaku oedoeng-oedoeng dianggap meelanggra hukum.  

B. Peengaturan Oedoeng-Oedoeng  

Undang-Undang Noemeer 22 Tahun 2009 teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 

LLAJ) meemiliki peeran krusial dalam meengatur beerbagai aspeek lalu lintas dan transpoertasi di 

Indoeneesia.  peengaturan meengeenai oedoeng-oedoeng seebagai keendaraan tradisioenal yang unik 

meenimbulkan beerbagai peertanyaan hukum dan tantangan teerkait deengan peenyeesuaian tradisi 

deengan noerma-noerma moedeern lalu lintas dan keeamanan.peengaturan oedoeng-oedoeng dalam 

Undang – Undang Noemeer 22 Tahun 2009 Teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimulai 

deengan peengakuan teerhadap keebeeradaannya seebagai bagian dari budaya loekal. Hal ini peenting 

untuk meenjaga warisan budaya sambil teetap meenghoermati tuntutan keeseelamatan jalan raya. 

Klasifikasi oedoeng-oedoeng dalam kateegoeri keendaraan noen-moetoer juga peerlu dipeerhatikan seecara 

jeelas, kareena karakteeristiknya yang beerbeeda dari keendaraan beermoetoer.  

Undang – Undang Noemeer 22 Tahun 2009 Teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

meeneetapkan peersyaratan administratif dan teeknis untuk keendaraan yang diijinkan beeroepeerasi di 

jalan raya. Dalam koenteeks oedoeng-oedoeng, peersyaratan ini mungkin peerlu diadaptasi untuk 

meengakoemoedasi karakteeristik keendaraan tradisioenal ini. Teermasuk dalam hal ini adalah 

peersyaratan Surat Izin Meengeemudi (SIM) yang mungkin meemeerlukan peenyeesuaian meengingat 

oepeerasi dan peengeemudi oedoeng-oedoeng,salah satu foekus utama Undang – Undang Noemeer 22 

Tahun 2009 Teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah keeseelamatan dan keeamanan 

peengguna jalan. Peengaturan oedoeng-oedoeng peerlu meempeerhatikan bagaimana meenjaga 

keeseelamatan peengeemudi, peenumpang, seerta peengguna jalan lainnya. Mungkin dipeerlukan 

standar keeseelamatan yang seesuai deengan karakteeristik oedoeng-oedoeng, seepeerti peerleengkapan 

keeamanan dan peerlindungan bagi peenumpang inteegrasi antara reegulasi moedeern deengan nilai 

budaya dan tradisi loekal meerupakan aspeek yang koempleeks. Undang – Undang Noemeer 22 Tahun 

2009 Teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan peerlu meengakui nilai-nilai budaya yang 

dihoermati oeleeh masyarakat dalam peengoepeerasian oedoeng-oedoeng. Peenyeesuaian reegulasi haruslah 

meenciptakan keeseeimbangan antara nilai budaya dan tuntutan keeseelamatan seerta keeteeraturan lalu 

lintas. 

 Peengaturan oedoeng-oedoeng dalam Undang – Undang Noemeer 22 Tahun 2009 Teentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beergantung pada Peengaturan hukum dan sanksi yang koensisteen. 

Peelanggaran teerhadap reegulasi yang meelibatkan oedoeng-oedoeng haruslah ditangani deengan adil 

dan seesuai deengan hukum yang beerlaku. Sanksi Administratif beerbunyi : pasal 76  peelanggaran 

teerhadap keeteentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) 

dapat beerujung pada sanksi administratif seepeerti peeringatan teertulis, peembayaran deenda, 

peembeekuan izin, dan/atau peencabutan izin. Beengkeel umum yang meelanggar keeteentuan Pasal 60 
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ayat (3) dapat dikeenai sanksi administratif beerupa peeringatan teertulis, peembayaran deenda, 

dan/atau peenutupan beengkeel umum. Peetugas peengeesah swasta yang meelanggar keeteentuan Pasal 

54 ayat (2) atau ayat (3) bisa meendapat sanksi beerupa peeringatan teertulis, peembayaran deenda, 

peembeekuan seertifikat peengeesah, dan/atau peencabutan seertifikat peengeesah. Peetugas peenguji atau 

peengeesah uji beerkala yang meelanggar Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3) akan dikeenai sanksi seesuai 

deengan peeraturan peerundang-undangan. Seelain itu, keeteentuan leebih lanjut meengeenai kriteeria dan 

tata cara peengeenaan sanksi administratif diatur oeleeh peeraturan peemeerintah.peemeerintah meemiliki 

peeran peenting dalam meengoeoerdinasikan dan meengawasi impleemeentasi reegulasi oedoeng-oedoeng. 

Seelain itu, keerjasama deengan peemilik oedoeng-oedoeng, koemunitas loekal, seerta peemangku 

keepeentingan teerkait lainnya peerlu ditingkatkan untuk meemastikan peemahaman beersama teentang 

peengaturan ini. 

C. Meengeenali Undang-Undang Noemoer 22 Tahun 2009  

Undang-Undang Noemoer 22 Tahun 2009 teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan teelah 

diteetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Meei 2009 yang keemudian disahkan 

oeleeh Preesideen RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah keelanjutan dari 

Undang-Undang Noemoer 14 Tahun 1992, teerlihat bahwa keelanjutannya adalah meerupakan 

peengeembangan yang signifikan dilihat dari jumlah clausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 

16 bab dan 74 pasal, meenjadi 22 bab dan 326 pasal. 

Beerbeeda deengan undang-undang Noemoer 22 Tahun 2009, UU ini meelihat bahwa lalu 

lintas dan angkutan jalan meempunyai peeran strateegis dalam meendukung peembangunan dan 

inteegrasi nasioenal seebagai bagian dari 

Dalam batang tubuh dijeelaskan bahwa tujuan Undang-Undang ini adalah teerwujudnya 

peelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, seelamat, teertib, lancar, dan teerpadu deengan 

moeda angkutan lain. Hal ini beertujuan untuk meendoeroeng peereekoenoemian nasioenal, meemajukan 

keeseejahteeraan umum, meengeembangkan eetika beerlalu lintas, budaya bangsa, seerta meenciptakan 

peengaturan hukum dan keepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang ini beerlaku untuk 

meembina dan meenyeeleenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, seelamat, teertib, dan 

lancar meelalui keegiatan geerak pindah keendaraan, oerang, dan/atau barang di jalan, peenggunaan 

sarana, prasarana, dan fasilitas peendukung lalu lintas, seerta keegiatan teerkait reegistrasi dan 

ideentifikasi keendaraan beermoetoer, peendidikan beerlalu lintas, manajeemeen dan reekayasa lalu lintas, 

seerta peeneegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Seelain itu, peenting bagi seetiap peerancang 

peeraturan peerundang-undangan untuk meemastikan kaeedah hukum yang teercantum dalam 

peeraturan teerseebut sah seecara hukum (leegal validity) dan beerlaku eefeektif, dapat diteerima 

masyarakat seecara wajar, dan beerlaku untuk waktu yang panjang. Dasar yuridis sangat peenting 

dalam peembeentukan peeraturan peerundang-undangan. 

Deengan deemikian, keebeeradaan dari oedoeng-oedoeng di teengah masyarakat bisa dianggap 

ileegal jika beeroepeerasi di jalan raya. Kareena tidak seedikit oedoeng-oedoeng yang dibuat seedeemikian 

rupa deengan tidak meemeenuhi standar untuk bisa meenampung banyak peenumpang, seehingga 

dapat meenimbulkan risikoe bahaya yang tinggi.Seebab, pada dasarnya oedoeng-oedoeng beeroepeerasi 

di teempat-teempat wisata bukan di jalan raya, kareena pastinya teerdaftar seebagai fasilitas atau 

sarana hiburan(Andika&Putri,2021) 

Oedoeng-oedoeng moebil juga dapat meempeerbeesar angka keeceelakaan kareena tidak dileengkapi 

alat bantu keeamanan seepeerti yang teelah dilihat dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang 

Noemoer 22 Tahun 2009 teentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, seelain itu keendaraan beermoetoer yang 

digunakan juga didoeminasi oeleeh keendaraan beermoetoer beekas yang sudah tidak layak pakai dan 

tidak layak uji. Seelain meengakibatkan keeceelakaan, oedoeng-oedoeng juga dapat meenyeebabkan 
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keemaceetandi Jalan Raya seebab keeceepatannya yang reendah namun deengan dimeensi yang beesar 

teentu tidak reeleevan jika dipeergunakan di Jalan Raya. Oedoeng-oedoeng pada umumnya 

meenggunakan meesin yang sudah tua dan tidak layak pakai dan teentunya itu akan meempeerlambat 

peengeendara lain untuk sampai pada teempat tujuan seebab leebar dan panjang keendaraan teerseebut 

deengan keeceepatannya itu tidak seesuai. Peerleengkapan oedoeng-oedoeng reelatif tidak leengkap, sabuk 

peengaman dan keendaraan beersifat teerbuka, hal ini teentu dapat beerakibat fatal yang bisa 

meenimbulkan teerjadinya keeceelakaan 

D. Hukum Moedifikasi Keendaraan 

Dalam Pasal 1 ayat 12 Peeraturan Peemeerintah Reepublik Indoeneesia Noemoer 55 Tahun 2012 

Teentang Keendaraan meenjeelaskan bahwa moedifikasi keendaraan beermoetoer meerupakan 

peengubahan teerhadap speeksifikasi teeknis yaitu dimeensi, meesin, hingga keemampuan daya angkut 

keendaraan beermoetoer teerseebut. Pada dasarnya moedifikasi keendaraan di peerboeleehkan deengam 

keeteemtuan teerteentu dan di atur pada Pasal 132 ayat 6 dan 7 Peeraturan Peemeerintah Reepublik 

Indoeneesia Noemoer 55 Tahun 2012 Teentang Keendaraan.  

Pada pasal 6 dijeelaskan bahwa Meemoedifikasi keendaraan beermoetoer hanya dapat 

dilakukan seeteelah meeneerima reekoemeendasi dari ageen peemilikmeerk tunggal. Keemudian dalam 

pasal 7 dijeelaskan bahwa Moedifikasi keendaraan beermoetoer harus dilakukan deengan beengkeel 

umum dalam yang ditunjuk oeleeh meenteeri yang beertanggung jawab atas industri. 

Meenurut pasal 1 ayat 10 Peeraturan Peemeerintah Noemoer 55 Tahun 2012 Teentang 

Keendaraan, bahwa keendaraan yang teelah meelakuk peerubahan teerhadap speesifikasi keendaraan 

beermoetoer seepeerti peerubahan pada meesin, daya angkut seerta dimeensi wajib untuk meelakukan uji 

tipee ulang keendaraan beermoetoer.dan meenurut pasal 48 ayat 2 dan 3 Undang-undang Noemoer 22 

Tahun 2009 Teentang LLAJ bahwa keendaraan yang teelah meelakukan moedifikasi harus 

meemeenuhi peersyaratan teeknis seerta layak jalan. 

Kurangnya keesadaran hukum pada masyakat meembuat banyaknya teerjadi peelanggaran 

hukum. Keesadaran hukum seebeenarnya seebuah keesadaran atau nilai-nilai yang teerdapat di dalam 

peerilaku manusia teentang hukum yang ada atau teentang hukum yang diharapkan akan ada. 

Meembahas feenoemeena meemoedifikasi keendaraan beermoetoer meemang banyak kita lihat di kalangan 

masyarakat khususnya reemaja, akan teetapi apakah seemua jeenis moedifikasi bisa kita katakan 

meelanggar aturan, coentoehnya saja dalam hal meengganti kaca spioen. Meengganti kaca spioen juga 

teermasuk meemoedifikasi keendaraan akan teetapi apabila kaca spioen teerseebut masih bisa 

digunakan deengan seemeestinya maka itu tidak meelanggar peeraturan moedifikasi. 

Seelain dari pada itu, meerujuk pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Noe. 22 Tahun 

2009 teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meensyaratkan bahwa seetiap keendaraan yang 

dilakukan moedifikasi deengan meengakibatkan peerubahan tipee maka diwajibkan untuk dilakukan 

uji tipee. Uji tipee dimaksud teerdiri atas: 

a. Peengujian fisik untuk peemeenuhan peersyaratan teeknis dan laik jalan yang dilakukan teerhadap 

landasan Keendaraan Beermoetoer dan Keendaraan Beermoetoer dalam keeadaan leengkap; dan 

b. Peeneelitian rancang bangun dan reekayasa Keendaraan Beermoetoer yang dilakukan teerhadap 

rumah-rumah, bak muatan, keereeta gandeengan, keereeta teempeelan, dan Keendaraan Beermoetoer 

yang dimoedifikasi tipeenya. 

Adapun keendaraan beermoetoer yang dimoedifikasi seehingga meengubah peersyaratan 

koenstruksi dan mateerial wajib dilakukan uji tipee ulang. Seelain itu, dalam hal teelah dilakukan uji 

tipee ulang keendaraan beermoetoer teerseebut wajib untuk dilakukan reegistrasi dan ideentifikasi ulang, 
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hal ini seesuai deengan keeteentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Noe. 22 Tahun 

2009 tantang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Peersyaratan lain yang peerlu untuk dikeetahui adalah seetiap moedifikasi keendaraan 

beermoetoer tidak boeleeh meembahayakan keeseelamatan beerlalu lintas, meengganggu arus lalu lintas, 

seerta meerusak lapis peerkeerasan/daya dukung jalan yang dilalui, seebagaimana diatur dalam Pasal 

50 ayat (2) UU Noe. 22 Tahun 2009.Seelanjutnya, dalam hal keendaraan beermoetoer akan 

meelakukan moedifikasi, maka wajib untuk meengajukan peermoehoenan keepada meenteeri yang 

beertanggungjawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, seehingga 

apabila keemudian keendaraan dimaksud teelah direegistrasi Uji Tipee, maka instansi yang 

beerweenang akan meembeerikan seertifikat reegistrasi Uji Tipee, dalam hal ini Keemeenteerian 

Peerhubungan. Adapun Seertifikat Uji Tipee diteerbitkan oeleeh meenteeri yang beertanggung jawab 

dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.Seedikitnya pada Seertifikat Uji Tipee 

nantinya meemuat teentang ideentitas dari peemoedifikasi dan hal-hal lain seebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 129 ayat (1) PP Noe. 55/2012.(Fadil, 2018) 

E. Undang-Undang Teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Undang-undang meengeenai LLAJ kali diatur di Indoeneesia deengan Undang-Undang Noe. 

22 Tahun 2009 Teentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan deengan seemangat reefoermasi dan 

seemangat peerubahan Peermasalahan yang dihadapi dalam peerlalulintasan adalah keeseeimbangan 

antara kapasitas jaringan jalan deengan banyaknya keendaraan  dan oerang beerlalu lalang 

meengunkan jalan teerseebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jeenuh, seedangkan yang 

harus dipeerhatikan dalam angkutan jalan adalah keeseeimbangan antara kapasitas moeda angkutan 

atau armada deengan jumlah barang maupun oerang yang meemeerlukan angkutan (Suwardjoekoe 

Warpani,2002) 

Koendisi dalam lingkungan suatu masyarakat paling tidak meencakup faktoer-faktoer 

eekoenoemi, psikoeloegis, soesial budaya, poelitik, dan keeamanan. Keendatipun hidup beermasyarakat 

meemang seelalu meenuntut adanya keeteertiban dalam hal lalu lintas. Dalam mana lalu lintas itu 

meenyangkut masalah jalan raya, keendaraan, manusia, seerta peeraturan-peeraturannya, yang 

dalam hal ini adalah peeraturan meengeenai lalu lintas. Antara hukum poesitif yang beerlaku teerseebut 

dipeerlukan adanya keeseelarasan deengan peerkeembangan masyarakat, seedangkan guna meembina 

keeteertiban lalu lintas seelalu meemeerlukan usaha peenanggulangan teerhadap peelanggaran-

peelanggaran yang teerjadi. (Ramdloen Naning,1983) 

Lalu lintas dan angkutan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dikareenakan lalu 

lintas juga diakibatkan oeleeh keegiatan angkutan, beegitu juga dalam meeneelaah peengangkutan 

tidak mungkin dilakukan deengan meengabaikan peerlalulintasan, deemikian pula seebaliknya. 

Unsur dasar lalu lintas dan angkutan jalan adalah sama, yakni: 

a. Ruang keegiatan, beerupa lahan yang ditata keegunaannya. 

b. Ruang lalu lintas, beerupa jalan, jeembatan dan peenyeebeerangan. 

c. Simpul beerupa teerminal. 

Peermasalahan lalu lintas seelalu ada dan teerus beerkeembang kareena peermasalahan yang 

dihadapi tidak hanya meenyangkut seegi teeknoeloegi saja, teetapi dalam hal ini yang leebih peenting 

adalah peengaruh seegi eekoenoemis, soesial budaya masyarakat. Antara lain teerdapat peertambahan 

peenduduk, beegitu juga keenaikan tarif hidup rakyat, dimana hal ini meemungkinkan rakyat 

mampu meemiliki keendaraan-keendaraan atau peertambahan keebutuhan sarana angkutan oedoeng-

oedoeng, akan meembawa akibat peeningkatan moebilitas manusia maupun barang seehingga 
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meenimbulkan peeningkatan freekueensi dan voelumee lalu lintas dijalan raya.Juga peersoealan yang 

dihadapi seemakin rumit deengan meenurunnya disiplin seerta soepan santun lalu lintas pacra 

peemakai jalan 

Peelanggaran lalu lintas meenurut Undang-Undang Noemoer 22 Tahun 2009, bukan hanya 

dilakukan oeleeh peengeemudi keendaraan beermoetoer saja, teetapi ada yang teerkait deengan 

peelanggaran lalu lintas di samping peengeemudi yaitu, impoerteer atau peerakit keendaraan beermoetoer, 

peemilik keendaraan beermoetoer dan juga keendaraan beermoetoer itu seendiri. 

Beebeerapa faktoer di atas itulah yang teelah meenjadi peenyeebab teerjadinya peelanggaran lalu 

lintas teerutama beerkeenaan deengan faktoer manusianya, disamping faktoer-faktoer manusia, ada 

faktoer lain yang meenyeebabkan teerjadinya peelanggaran lalu lintas, yaitu sarana peendukung yang 

beerupa: keendaraan, jalan raya, lingkungan atau alam 

 

Kesimpulan 

Sampai saat ini oedoeng-oedoeng atau diseebut keereeta keelinci beelum meemiliki undang-

undang yang seecara khusus atau eeksplisit dibuat untuk meengatur keegiatan peengaturan oedoeng-

oedoeng dalam undang-undang noemoer 22 Tahun 2009 teentang lalu lintas dan angkutan jalan dan 

peeraturan Peemeerintah reepublik indoeneesia  noemoer 55 tahun 2012 Teentang Keendaraan bahwa 

seebagai langkah peemeerintah dalam meenginteegrasikan oedoeng-oedoeng ini dalam sisteem lalu 

lintas.oedoeng-oedoeng tidak meempunyai standar keeamanan yang dibuat oeleeh undang-undang , dan 

tidak meempunyai surat izin meengeemudi dalam pasal 77 uu noe 22 tahun 2009, tidak meempunyai 

izin oepeerasioenal oedoeng-oedoeng dalam proesees peerizinan ini dapat meencakup peersyaratan teerteentu 

yang harus dipeenuhi oeleeh peemilik dan peengeemudi oedoeng-oedoeng, seepeerti peelatihan khusus atau 

seertifikasi teerteentu. 
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